
BUPATI MIMIRA
pROviN-sTinfb-A-+-EriGAH

PERATURAN BUFATI  MIMIKA

NOMOR    16    TAHUN2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA RERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAII TEMPAT PELELANGAN IRAN POUMAKO
DIRAS PERIKANAN KABUPATEN REMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI MIMIRA,

Meniinbang  : a.     bahwa   dengan   diberlakukannya   otonomi   daerah,    maka
kesehatan merupakan urusan wajib yang haLrus dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung j_awab  sepenuhnya
dalam penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;

b.     bahwa  berdasarkan  ketentuan   Pasal   5   Peraturan   Daerah
Kabupaten     Mimika     Nomor     4     Tahun     2017     tentang
Pembentukan   d-an   Susunan   Organisasi  Perangkat   Daerah
Kabupaten Mimika, pembentukan unit pelakeana teknis (UPT}
Daerah d`itctapkam den`gan Peraturan Bupati;

Q.       bah_wa   herd_asark_an_   pe_ct_im_bangan_   a.e_bagai_in_an_a`   d_i_in_ak_a_ud
dalam  hu.ru.f  a,  dan  hu_ru_f  b,  perlu.  rnenetapkan  Peratu_ran
Bupati     tentang.     Pembentukan,     Kedudukan,     Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerf a Unit Pelaksana
Te]mis   Daerah   Tempat   Pelelangan   Ikan   Poumako   Dinas
Perikanan Kabupaten Mimika.

Mengingat     : 1.     Undang-Undang Nomor 45 Tahun l999 tentang pembentukan
FTopinsi   Irian   Jays   Tengah,   Propirlsi   lrian   Jaya   Barat,
Kabupaten`  Pan-ial,   Kabupaten   Mi`mika,   Kabu-paten   Pu`n`cak
Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Repuhiik Indonesia
Tahun    1999    Nomor    173_,    Tambahan    LembaLran    Negara
Republi-k lndorlesia Nomor 3894};
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2.     Undang-Undang   Nomor   21   Tahun   2001   tentang   Otonomi
Khusus   Bagi   Provinsi   Pa_pua   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor  135, Tambahan Lembar Negara
Republik  Indonesia Nomor 4151)  sebagaimana telah  dirubah
beber`ap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2021  tentang Perubahan Kedua atas  Undang=Undang Nomor
21   Tahun   2Q21   tentan_g   Perubahan   Ked.ua   atas   Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoflomi Khusus Bagi
Provinsi  Papua  (lembar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2021   Nomor   155,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
I_ado_nesia Nomor 6697};

3.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan  Perundang=undangan  (Lemharan  Negara  Republik
Indo.nesia   Tahun   2011    Nomo.r   8_2,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5234)  sebagaimafia  telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13  Tahun  2022   tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-
Undang   Nomor    12    Tahun   2011    tentang   Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   2022   Nomor   143,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4.     Uridang-Uridalig Nomor 23 Tahun 2014 teritalig pemeriritahan
Daerah  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diuba_h beberapa kali terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja  menjadi  Undang-
Undang  (Lembarari  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

5.     Undang-Undang Nomor 1,5 Tahun 2022 tentang pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2022    Nomor    158,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6804} ;

6.      Undarlg-Undang Nomor-20 Tabu.n 2023 terltaL]1g Apara.fur sipil
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  141,  Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);
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7.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    11    Tahun    2017    tentang
Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2017   Nomor   63,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik  Indonesia   Nomor  6037)  sebagalmana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  17 Tahun 2020
tentang  Perubahan  Atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   11
Tahun    2017    te.ntang    Manajemen    Pegawai    Negeri    Sipil
(Lembarafi Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noffior 68,
Tambahan       lrembaran       Negara       Republik       I ndonesia
Nomor 6477);

8.     Peraturafl    Pemerifltah    Nomof    12    Tahun    2017    tentaflg
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggar'aari  Pcmerintahan
Daerah  (I.emharan  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
NQmor  73.,  Tamb.ahan  L€mbaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6041);

9.     Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   80   Tahun   2015
tentang Pembentukan FToduk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun  2015  Nornor  2036);  sebagaimana
telah diubah dengan Beratur-an Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam  Ne.geri  NomQr  80  tahun  2015  tentang  Pembentukan
Pr-oduk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Rep-ublik  lfidofiesia
Tahun 2018 Nomor 157);

10.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   12   Tahun   2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan  Unit  Pelaksana  Telmis  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tabu_n 2017 Nomor 451);

11.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang   Pedoman   Pengelolaan   Keuangan   Daerah    (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  4  Tahun  2017
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
Kabupaten   Mimika   (Lembarari   Daerah   Kabupaten   Mimika
Tahun 2017 Nomor 4);

13.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  4  Tahun  2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah   Daerah   Kabupaten   Mimika  Tahun      2020=2024
(Lembaran Daerah Kahupaten Mimika  tahun 2023 NQmor 4);

14.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  5  Tahun  2022
tentang   Pengelolaan  Keuangan   Daerah   (Lembaran   Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
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MEMUTUSRAN:

Menetapkan    :      PERATURAN           BUPATI           TENTANG           PEMBENTUKAN,
REDUDUKAN,  SUSUNAN  ORGAIISASI,  TUGAS  DAN  FUNGSI
SERTA   TATA   RERJA   UNIT   PELAKSANA   TEKNIS   TEMPAT
PE LELA.N GA_N         IRA_N         PO U M_A_K_O         D INA_S         PER_IEIA_NAN
RABUPATEN MIMIRA.

BABI
KETENTUAIN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2.     Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  sebagal  unsur  penyelenggara
Pemerintahan    Daerah    yang    memimpin    pelaksanaan    urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.     Bupati adalah Bupati Mimika.

4.     Perangkat   Daerah  adalah  unsur  pembantu   Bupati  dan   Dewan
Perwakilan     Rakyat    Daerah     dalam    _penyelenggaraan     urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

5.     Dines adalah Dinas perikanari Kabupaten Mimika,
6.     Kepala Dinas adalah Kepala Dinas perikanan Kabupaten Mimika.

7.     Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  UFTD
adalah  organisasi yang  melaksanakan  kegiatan  teknis  QperasiQnal
dan/atau k-egiatan teknis penurljarlg-tertenfu pada dinas atau badan
daerah.

8.     Kepala   UprD   adalah   Kepala   (UPTD)   Tempat   Pelelangan   Ikan
Poumako pada Dinas Perikanan Kabupaten Mimika`

9.     Kepala Subbagian Tata Usaha UPI`D adalah Kepala Subbagian Tata
Usaha   (UPTD)   Tempat   Pelelanghan   Ikan   Poumako   pada   Dinas
Perikanan Kabupaten Mimika.

10.  Jabatan  Fungsional  adalah  sekelompok jabatan yang  berisi  fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

11.   Pelaksana  adalah  kelompok  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  yang
diberi  tugas,  wewenang  dan  hak  secara  penuh  oleh  Pejabat  yang
berwenang   untuk   melaksanakan   kegiatan   yang   sesuai   denga]:I
profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

12.   Kelas A adalah klasifikasi  UFTD  Tempat  Pelelangari lkan Poumako
Dinas  Perikanan  Kabupaten  Mimika untuk mewadahi  beban  keria
yang besar, yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua} fungsi
atau  lebih  pada  dinas./badan  atau  wilayah  kerianya  lebih  dari
1(satu)  Distrik  dan jumlah  beban  kerjanya  10.000  {sepuluh  ribu)
aLtau lebih jam kerja efektif per tahun.

EriiHm¥d!E+uH]



-5-

13.   Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  yang  selanjutnya  disebut  Pegawai
ASN  adalah  Pegawai  Negeri  Si_pil  dan  Pegawai  Pemerintah  dengan
Peljanjian  Kelja yang diangkat  oleh  pejabat  pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peratur`an perundang-
undangan.

14.   Pegawai  adalah  pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  dan  non-Aparatur
Sipil  Negara  pada  UPI`D  Tempat  Pelelangan  Ikan  Poumako  Dinas
Perikanan Kabupaten Mimika.

15.  Bagan   Susunan  Organisasi  adalah  bagan  yang  memperHhatkan
adanya  salirig  keterkaltafi  berbagal  posisi  pada  suatu  organisasi
dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya.

BAR 11
PEMBENTURAN

Pasal 2

(1)   Dengan   Peraturan   Bupati  ini  dibentuk  UPFD  Tempat   Pelelangan  Ikan
Poumako Dinas Perikanan Kabupaten Mimika.

(2}    UPTD Tempat Pelelangan lkan Poumako Dinas Perikanan Kabupaten Mimika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB Ill
KEDUDURAN

Pasal 3

(1)    UPI`D Tempat Pelelangan Ikan Poumako Dinas Perikanan Kabupaen Mimika
merupakan  unsur pelaksana  telmis  operasional  dan/atau  kegiatan  teknis
penunjang tertentu pada Dinas di b_idang Perikanan Tangkap.

(2)    UP'I`D Tempat Pelelangan Ikan Poumako Dinas Perikanan Kabupaten Mimika
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dipimpin  oleh  Kepala  UFT`D  yang
berkedudukan  di  bawah  Dinas  Perikanan  dan  bertanggungjawab  kepada
Kepala Dinas Pe-rikanan Kabupaten Mimika.

BAB IV
SUSUNAN ORGAVISASI

Pasal 4

(1)    Susunan Organisasi UFTD Tempat Pelelangan Ikan Poumako  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
a.   Kepala UPTD;
-b.   Sub Bagian Tata Usaha; dan

c..    K_elom_pok_ Ja_ba.t_all_ Fu.n€sion_al_..
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(2)    Kepala  UPTD  Tempat  Pelelangan  lkan  Poumako  sebagainana  dimaksud
pada  ayat  (1)  huruf  a  berada  di  bawah  dan  bertanggung jawab  kepada
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika.

(3)    Sub  Bagian  Tata  Usaha  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b,
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha UP'I`D yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UprD.

(4}    Kelompok Jabatan Fhngsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dipimpin oleh seorang koordinator yang berada di bawah dan bertanggung
ja.wab kepeda Kepala UPI`D.

(5)    Bagan  Susunan  Organisasi  UPTD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
tecantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BABV
TUGAS DA.N FUNGSE

Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan Poumako

Kabupaten Mimika

Pasal 5

( 1)    UPI`D Tempat Pelelangan Ikan Poumako sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, mempunyai tugas:
a.   melaksanakan  kegiatan  teknis  Qperasional  dan/atau  kegiatan  teknis

penufijang tertefltu  berupa pefiyelenggaraan  Sistem Tempat  Pelelangan
Ikan Terpadu Kabupaten Mimika;

b.   melaksanakan  pengelolaan  dan  pelayanan  Sistem  Tempat  Pelelangan
lkan Kabupaten Mi`mika;

(2)    UPTD   Tempat   Pelelangan   lkan   Poumako   dalam   melaksanakan   tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi :
a.   penyusunan  rencana  dan  teknis  operasional  pelaksanaan  peningkatan

dan pengembangan Layanan penyelenggaraan Sistem Tempat Pelelangan
Ikan Terpadu;

h.   pelaksanaan t.ugas teknis. Dinas. dalam bidang Layanan penyelenggaraan
Sistem Tempat Pelelangan lkan Terpadu;

c.   evaluasi  tugas  teknis  Dinas  dalam  bidang  Layanan  penyelenggaraan
Sistem Tempat Pelelangan Ikan Terpadu; dan

d.   pelaporan     hasil     tugas     teknis     Dinas     dalam     bidang     Layanan
_penyelenggaraan Sistem Tempat Pelelangan Ikan Terpadu.
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Bagian Kedua
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

Paragraf 1
Tugas

Pasal 6

Kepala  UFTD Tempat  Pelelangan  Ikan  Poumako  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
a.   .me_nyusun  perencanaan  program,   kegiatan,   dan  anggaran.  UPTD  Tempat

Pelelangan Ikan Poumako Kabupaten Mimika;
b.   melaksanakan     pembinaan,     pengawasan,     pengendalian,     pemantauan

pelaksanaan  kegiatan  di  lingkup  UFTD  Tempat  Pelelangan  Ikan  Poumako
Kabupaten Mimika;

c.   melaksanakan     penyelenggaraan     dan     pengelolaan     pelayanan     Sistem
pengelolaan dan pelayanan Tempat Pelelangan I-kan Kabupaten Mimika;

d.   melaksanakan pembinaan pegawai UPTD Tempat Pelelangan lkan Poumako
Kabupaten Mimika;

e.   melaksanakan    koordinasi    dengan    instansi/pihak    terkait    di    bidang
penyelenggaraan Sistem pengelolaan dan pelayanan Tempat Pelelangan Ikan
Kabupaten Mimika;

f.    menganalisis   dokumen-dokumen   atau   naskah   dinas   yang   berhubungan
dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang
dimililri dalam rang-ka perryelenggaraan pelayanan publik Kabupaten Mimika;

9.   mendistribusikan  tugas  kepada pegawal  dalam jabatan  fungsional  maupun
pelaksana  lainnya  di  UPI`D  Tempat  Pelelangan  Ikan  Poumako  Kabupaten
Mimika se.suai dengan tugas dan fungsinya;

h.   ffiengev-aluasi    pelaksariaan    tugas    baw-ahan    di    lingkup    UFyrD    Tempat
Pelelangan lkan Poumako Kabupaten Mimika;

i.    menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas dan fungsi
UprD Tempat Pelelangan lkan Poumako Kabupaten Mimika; dan

j.    melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Fun8si

Fas.al 7

Untuk melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPI`D
Tempat Pelelangan Ikan Poumako Kabupaten Mimika menyelenggarakan fungsi :
a.   pelaksanaan  tugas  teknis  Dinas  dalam  bidang Layanan Tempat  Pelelangan

Ikan Terpadu;
b.   evaluasi tugas telmis  Dinas dalam bidang Layanan Tempat Pelelangan Ikan

Teapadu; dan
c.   pelaporan hasil tugas teknis Dinas dalam bidang Layanan Tempat Pelelangan

Ikan Terpadu.
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Paragraf 3
Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan 'I\igas

Pasat 8

Untuk melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD
Tempat Pelelangan Ikan PQumako Kabupaten Mimika memiliki rincian tugas:

a.     Penyiapan data penyusunan perencaaan program,  kegiatan,  dan anggaran
UPI`D Tempat Pelelangan lkan Poumako  KabupaLten Mimika sesual dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan
tugas, dengan tahapan:
1.   Mengumpulkan,    mengQlah    data    dan    informasi,    menginve.ntarisasi

permasalahan   dan   melaksanakan   pcrmecahan   permasalahan   yang
berkaitan dengan pelayanan Sistem pengelolaan dan pelayanan Tempat
Pelelangan lkan;

2.   Merumuskan penetapan kebijakan teknis UPTD Tempat Pelelangan Ikan
Poumako  Kabupaten  Mimika  serta  kewajiban  lainnya  sesuai  dengan
kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Daerah;

3.   Memberikan  saran  dan  informasi  kepada  Kepala  Dinas  untuk  bahan
penetapan kebijakan lebih lanjut;

4.   Menyiapkan penyusunan_ rencama teknis operasional di hidang pelayanan
Sistem pengelolaan dan pelayanan Tempat Pelelangan lkan;

5..    M_enjel_ask_ari_ rep_call_a~ te!m_is  Opera.sion_al_ k_epa.d_a. ba.waha±i_ 1ing]¢±_p  UPTD
Tempat Pelelangan Ikan Poumako Kabupaten Mimika dan membagi tugas
pengumpulan bahan;

6.   Melaksanakan   analisis   dan   pengembangan   kinerja   UPTD   Tempat
Pelelangan lkan Poumako Kabupaten Mimika; dan

7`   Mengkoordinasikan  pelaksanaan  ketatausahaan   dan  urusan   rumah
tangga UPTD Tempat Pelelangan lkan Poumako Kabupaten Mimika.

b.     Melaksanakan     pembinaan,     pengawasan,     pengendalian,     pemantauan
pelaksanaan  kegiatan  di  lingkup  UPI`D  Tempat  Pelelangan  lkan  Poumako
Kabupaten Mimika dengan tahapan:
1.   Menelaah rencana operasional pengawasan,  pengendalian,  pemantauan

pelaksanaan kegiatan di lingkup UFTD Tempat Pelelangan Ikan Poumako
kabupaten Mimika Mimika;

2.   Mengidentifikasi   kriteria   hasil   keria   untuk   setiap   kegiatan   dalam
kegiatan pengawasan, pengendalian, pemantauan, pelaksanaan kegiatan
di lingkup UPI`D Tempat Pelelangan lkan Poumako Kabupaten Mimika;

3.   Menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;
4.   Melaksanakan     kegiatan     pengawasan,     pengendalian,     pemantauan

pelaksanaan kegiatan di linglst±p UPI`D Tempat Pelelangan Ikon Poumako
Kabupaten Mimika setelah mendapat persetujuan dari atasan; dan

5`   M_em_bagi_ tingas  k.epa.a_a bawah_an_ ±inglsti~p  UPTE)  Ten_pa.t Pe±e±an€ar± Ik_an_
Poumako Kabupaten Mimika sesual dengan tug.as dan tanggung. jawab.
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c.     Melaksanakan    penyelenggaraan    dan    pengelolaan    pelayanan    Sistem
pengelolaan    dan   pelayanan   Tempat   Pelelangan   Ikan   Terpadu   serta
kediklatan   Sistem   pengelolaan   dan   pelayanan  Tempat   Pelelangan   lkan
defigan tchapan :
1.   Menjabarkan   rencana   kegiatan   penyelenggaraan   pelayanan   Sistem

pengelolaan dan pelayanan Tempat Pelelangan lkan Terpadu yang akan
dilaksanakan;

2.   Mefljabarkan    reficana    kegiatan    peny-elenggaraan    pefldidikan    dan
pelatihan  Sistem  pengelolaan  dan  pelayanan  Tempat  Pelelangan  Ikan
yang akan dilaksanakan;

3.   Membagi tugas kepeda bawahan ±in9kup UPTD Tempat Pelelangan Ikan
Poumako Kabupaten Mimika sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;

4.   Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada pegawai; dan
5.   Menentukan  target  waktu  penyelenggaraan  setiap  kegiatan  pelayanan

dan  melaksanakan  setiap  kegiatan  pelayanan  sesual  rencana  teknis
operasional.

dt     M_elak.sanakan_ pembinaan pegawai UPTD Tempat Pelelangan lkan_ Poumako
Kabupaten Mimika dengan tahapan:
1.   Menjabarkan rencana pembiinaan pegawai UFTD Tempat Pelelangan Ikan

Poumako Kabupaten Mimika;
2.   Membagi tugas kepada bawahan lingkup UPI`D Tempat Pelelangan Ikan

Poumako Kabupaten Mimika sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
3.   Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada pegawai; dan
4.   Melaksanakan   penyelenggaraan   pembinaan   pegawal   UPTD   Tempat

Pelelarigari Ikari Poumako Kabupaten Mimika.

e. Melaksanakan ko.Qrdinasi dengan instansi/pihak terkait di hidang pelayanan
kegawatdaruratan derlgan tahapan:
1.   Menyusun  detail  rencana  koordinasi  dengan  instansi/pihak  terkait  di

bidang pelayanan Sistem pengelolaan dan pelayanan Tempat Pelelangan
lkan yang akan dilafukan;

2.   Menelaah   perencanaan   koordinasi  dengan   instansi/pihak  terkait  di
bidang pelayanan Sistem pengelolaan dan pelayanan Tempat Pelelangan
Ikon;

3.   Melaksanakan   koordinasi   dengan   instansi/pihak   terkalt   di   bidang
pelayanan Sistem pengelolaan dan pelayanan Tempat Pelelangan lkan;

4.   Mengidentiffiasi kriteria dan hasfl keria untuk setiap koordinasi dengan
inst.ansi/pihak  terkait  di   bidang  pelayanan   Sis.tern  pengelolaan   dan
pelayanan Tempat Pelelangan lkan; dan

5.   Membagi tugas kepada bawahan lingkup UFTD Tempat Pelelangan Ikan
Poumako Kabupaten Mimika sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;

Menganalisis  dokumen-dokumen  atau  naskah  dinas  yang  berhubungan
dengan  urusan  kedinasan  sesuai  dengan  tanggung jawab  dan  wewenang
yang diffiiliki  dalam  rang`ka penyeleflggaraan  pelayanan publik  Kabupaten
Mimika dengan tahapan:
1.   Memeriksa dokumen/naskah dinas;
2.   Mengembalikan dQkumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan

untuk diperbalki; dan
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3.   Membubuhkan paraf dan/atau menandatangani dokumen/naskah yang
telah sesuai/ diperbaiki.

9.     Mefldistribusikafi tugas kepada pegawal dalat:n jabatan fufig§iofial maupun
pelaksana  lainnya  di  UPI`D  Tempat  Pelelangan  lkan  Poumako  Kabupaten
Mimika sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan tahapan:
1.   Menjabarkan    rencana   kegiatan    menjadi    tugas-tugas   yang   harus

dilaksanakan;
2.   Membagi tugas kepada bawahan;
3.   Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
4.   Menentukan target waktu pe_nyelesalan.

h.     Mengevaluasi   pelaksanaan   tugas   bawahan   di   lingkup   U-PTD   Tempat
Pelelangan Ikan Foumako Kabupaten Mimika cara membandingkan rencana
kegiatan  dengan  kegiat-an yang telah  dilaksanakan  sebagal  bahan  laporan
kegiatan, dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
1.   M-empelajari   laporan   pelaksanaan   kegiatan   lingkup   U-PTD   Tempat

Pelelan€an I_Ran PQumakQ Kabupaten Mimika;
2.   Mengidentifikasi   kesesuaian   pelaksanaan   kegiatan   dengan   program

kerja;
3.   Menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan

program yang diharapkan;
4.   Menghimpun  masukan  atau  kendala yang  dialami  dalam  pelaksanaan

kegiatan; dan
5.   Memberikafi arahan §esual hasil evaluasi kegiatan.

i.      Menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas dan fungsi
UFTD   Tempat   Pelelangan   Ikan   PQumakQ   Kabupaten   Mimika   dengan
tahapan:
1.   Menjelaskan  rencana kegiatan  kepada  bawahan lingkup  UPTD Tempat

Pelelangan   lkan   Poumako   Kabupaten   Mimika   dan   membagi   tugas
pengrmpulan bahan;

2.   Mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan;
3.   Memberikan  fasilitasi  dan  verifikasi  penyusunan  perencanaan  laporan

kepada   bawahan   lingkup   UPTD   Tempat   Pelelangan   Ikan   Poumako
Kabupaten Mimika;

4.   Mengkonsultasikan    draft    penyusunan    pelaporan    kepada    atasan
langsung; dan

5.   Memfinalisasi dokumen pelaporan`

j.      Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya dengan tahapan:
1.   Mempelajari   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   berdasarkan

referensi dan regulasi terkait;
2.   Meminta  arahan  dan  petunjuk pimpinan  terhadap  pelaksanaan  tugas

lairl;
3.   Menjalankan  tugas  lain  berdasar`kan  ar`ahan  dan  petunjuk  pimpinan

sesual dengan tugas dan fungsi; dan
4.   Memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang

tidak sesudi dengan fugas dan fungsi.
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Bagian Ketiga
Ke_pala Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tu8as

Pasal 9

Kepala  Sub  Bagian Tata Usaha sebagaiffiana diffiaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)
huruf b, mempunyai tugas:
a.   menyiapkan   data   penyusunan   kebijakan   teknis   lingkup   UPTD   Tempat

Pelelangan  Ikan  Pou`mako  Kabupaten  Minika  dan  pelaksanaan  kebijakan
teknis lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;

b.   melaksanakan   kegiatan   ketatausahaan   UFTD   Tempat   Pelelangan   lkan
Poumako Kabupaten Mimika;

c.   membantu  mengendalikan  pelaksanaan  penyusunan  rencana  operasional
UPTD  Tempat  Pelelangan  ikan  Poumako  Kabupaten  Mimika  berdasarkan
rencana operasional Dinas sebagai pedom_an_ pelaksanaan tugas;

d.   mendistribusikan   tug.as   kepada   unit   sesuai   deng.an   tugas,   fungsi,   dan
tanggung jawab masing+masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e.   Pengelolaan  tugas  Sub  Bagian  Tata  Usaha  sesuai  ketentuan  yang  berlaku
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Tempat Pelelangan
Ikan Poumako Kabupaten Mimika;

f.    mengawasi  pelaksanaan  tugas  unit  sesuai  prosedur  dan  ketentuan  yang
berlaku ufltuk meflcapal target kifietia y'ang diharapkali;

9.   menganalisis   dokumen-dokumen   atau   naskah   dinas  yang   ber-hubungan
dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang
dimiliki   dalam   rangka   p.enyelenggaraan   pelayanan   publik   di   Kabupaten
Miffiika;

h.   mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana lingkup UPTD Tempat Pelelangan
Ikan  Poumako  Kabupaten  Mimika  dengan  cara  membandingkan  rencana
kegiatan  dengan  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  sebagai  bahan  laporan
kegiatan, dan rencana yang akan datang;

i.    melaporkan pelaksanaan kineria tugas Sub Bagian Tata Usaha secara berkala
sesuai   dengan   prosedur   dan   peraturan   yang   berlaku   sebagai   wujud
pelaksanaari akuntabilitas kinerja;

j.    menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan lingkup UprD Tempat
Pelelangan Ikan Poumako Kabupaten Mimika sesuai dengan ketentuan dan
perat.uran yang t2erlaku sebagal bahan pert.anggungjawaban; dan

k.   melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   oleh   pimpinan   berdasarkan
ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan UPI`D Tempat Pelelangan
Ihan Poumako Kabupaten Mimika.
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Paragraf 2
Fun8si

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,  Kepala Sub
Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
a.   merumusan kebijakan sesual dengan linglanp tugasnya;
b.   melaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.   melaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.   .me.Iaksamakan    adrHi.r±istrasi    UFyl`D    Tempat    Pe±elangan    Ikan    Poumako

Kabupaten Mimika sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e.   melaksanakan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh   Kepala   U-PTD   Tempat

Pelelangan  Ikan  Poumako  Kabupaten  Mimika  terkait  dengan  tugas  dan
fungsinya.

-Paragraf 3

Rincian Tugas dan Tahapan Pelak.sanaan Tugas

Pasal 1 1

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,  Kepala Sub
Bagian Tata Usaha memiliki rincian tugas :

a.     penyiapan   data   penyu§unan   kebijak:an   teknis   lingkup   UPTD   Tempat
Pelelangan Ikan Poumako Kabupaten Mimika dan melaksanakan kebijakan
teknis lingkup Dinas sesual dengan ketentuan dan peraturan yang berlahai
sehagai bahan pedcman pelaksanaan tugas, dengan tahapan :
1.   Mengumpulkan,    fflerigolah    da-ta    dan    infoffiasi,    ffiengifiventarisasi

permasalahan  serta  melaksanakan  pemecahan  yang  berkaitan  urusan
umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;

2.   Menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaen;
3.   Menyiapkan data untuk penyusunan penetapan kebijakan teknis UFTD

Tempat Pelelangan lkan Poumako Kabupaten Mimika;
4.   Menyiapkan  data  penyusunan  rencana  teknis  operasional  di  bidang

pelayanan Sistem pengelolaan dan pelayanan Tempat Pelelangali Ikan;
5.   Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA;
6.   Mienjelaskan rencana teknis operasional kepada bawahan lingkup UPTD

Tempat Pelelangrn lkan PQumako Kabupaten Mimika dan membagi t.ugas.
pengumpulan bahan;

7.   Menyiapkan   data  untuk   analisis   dan   pengembangan   kinelja   UPI`D
Tempat Pelelangan Ikan Poumako Kabupaten Mimika;

8.   Menjelaskan  rencana kegiatan  kepada bawahan  lingkup  UFTD  Tempat
Pelelangan   Ikan   Poumako   Kabupaten   Mimika   dan   membagi   tugas
pengumpulan bahan; dan

9.   Meffiberikari    saran    dan    ififorma§i    kepada    Kepala    UPTD    Teffipat
Pelelangan  Ikan  Poumako  Kabupaten  Mimika  untuk  bahan  penetapan
kebijckan lebih lanjut;
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melaksanakan   kegiatan   ketatausahaan   UPI`D   Tempat   Pelelangan   Ikan
Poumako Kabupaten Mimika, dengan tahapan :
1.   Mefielaah  reficana  kegiatan  ketatausahaari  UPTD  Tefflpat  Pelelafigan

Ikan Poumako Kabupaten Mimika;
2.   Mengidentifikasi kriteria hasil keria untuk setiap kegiatan ketatausahaan

UprD Tempat Pelelangan lkan PQumako Kabupaten Mimika;
3.   Meflyusun  detail  rericana  pelaksanaari  kegia-tan  keta-tausahaan  UprD

Tempat   Pelelangan   Ikan   Poumako   Kabupaten   Mimika   yang   akan
dilakukan;

4.   Menetapkan  re.ncana kegiata±i _beta-tausahae±±  UPTD Tempat  Petelamgari
Ikan  Poumako  Kabupaten  Mimika  setelah  mendapat  persetujuan  deri
atasan;

5.   Membagi tugas kepada bawahan lingkup UFI`D Tempat Pelelangan Ikan
Poumako Kabupaten Mimika sesual dengan tugas dan tanggung jawab;

6.   Pengendalian surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan,
administrasi barang dan perlengkapan Dinas, pelaksanaan administrasi
penggunaan   dan   pemakaian   kendaraan   dan   rumah   tangga   serta
penggunaan kantor UPI`D Tempat Pelelangan Ikan Poumako Kabupaten
Mimika;

7.   Pelalesanaan  pengaturan  urusan  keamanan  linglmngan  kantor  UFTD
Tempat Pelelangan Ikan Poumako Kabupaten Mimika;
Pembuataan  laporan  kepegawaian,  Daftar  Urutan  Kepegawaian  {DUK}>
bahan pembuatan SKP setiap pegawai dan usulan kebutuhan pegawal,
kenalkan    pangkat,    gaji    berkala,    bahan    pemberhentian,    teguran
pelanggarari  disiplin,  pensiun  dan  surat  cuti  ser`ta  data  pegawai  yang
akan  mengikuti  diklat  ke  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian  pada
Dinas;

9.   Pembuatan dafter gaji dan meffibantu ffielaksanakan peflggajiafl:
10. Memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
11. Melaksanakan  pengurusan  perialanan  dinas,   kcamanan  kantor  dan

pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
12. Melayani kepeduan dan kebutuhan serta perawatan ruang keria, ruang

rapat/  pertemuan,  kendaraan  dinas,  telepon  dan  sarana/  prasarana
kantor;

13. Menyusun    analisa   kebutuhan    pemeliharaari    gedung   dan    saralia
pras`arana kantor;

14. Membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan
8edung;

15. Melaksanakan  inventarisasi,  pendistribusian,  penyimpanan,  perawatan
dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;

16.I Melaksanahan fasilitasi penyusunan infomiasi jabatan dan beban keria;
17. Menyelenggarakan administrasi keuangan kantor; dan
18. Melaksanakan  analisis  dan  pengembangan  kinerja  Sub  Bagian  Tata

Usaha.

c.     membantu  mengendalikan  pelaksanaan  penyusunan  rencana  operasional
UFTD  Tempat  Pelelangan  Ikan  Poumako  Kabupaten  Mimika  berdasarkan
rencana  Qperasional  Dinas  sehagai  pedQman  pelaksanaan  tugas,  de.ngan
tahapan :
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1.   Menelaah rencana operasional;
2`   Mengidentifikasi kriteria hasil keria untuk setiap kegiatan dalam rencana

operasional;
3.   Merryusufi detail reficana pelaksanaan kegiatari yang akafi dilakukan;
4.   Menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat persetujuan dari atasan;

dan
5.   Membagi tugas, kepada bawahan lingkup UFTD Tempat Pelelan,gan lkan

Poumako Kabupaten Mimika sesual dengan tugas dan tanggung jawab.

d.     mendistribusikan  tugas  kepada  unit  sesual  dengan  tugas,  fungsi,   dan
tae±ggung  jawab   masing-masir±g   untuk   kelancarae±   pefaksanaan   tugas,
dengan tahapan :
1.   Menjabarkan   rencana   kegiatan   menjadi    tugas-tugas   yang   harus

dilaksanakan;
2.   Membagi tugas kepada bawahan;
3.   Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
4.   M-enentukan target waktu penyelesaian.

e.     pengelolaan tugas  Sub Bagian Tata Usaha sesuai ketentuan yang berlaku
untuk mendukung kelancaian pelaksanaan tugas UFTD Tempat Pelelangan
llcan Poumalso Kabupaten Mimika, dengan tahapan :-
1.   Menyusun prosedur tugas SHb Bagian Tata Usaha;
2`   Mengelola pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
3.   Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha.

f.      merigawasi  pelaksanaan  tugas  unit  sesuai  prosedur-  dan  ketentuan  yang
berlaku untuk mencapei target kineria yang diharapkan, dengan tahapan :
1.   Mene]aah basil keria yang dilakukan bawahan_;
2.   Mefleritukafi stafidar kualitas/kuantitas hasil kerja;
3.   Mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan standar yang telah

ditentukan; dan
4,   Membuat koreksi peda basil keria berupa cata.tan tertulis.

9.     menganalisis  dokumen-dokumen  atau  naskah  dinas  yang  berhubungan
dengan  urusan  kedinasan  sesuai  dengan  tanggung jawab  dan  wewenang
yarig dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten
Mimika, dengan tahapan :
1.   Memeriksa dokumen/naskah dinas;
2`   Mengemt2alikan dofumen/naskah dinas yang mas.ih terdapat. kesalahan

untuk diperbaiki; dan
3.   Membubuhkan paraf dan/atau menandatangani dokumen/naskah yang

telah sesuai/ diperbaiki.

h.     mengevaluasi    pelaksanaan    tugas    Pelaksana    lingkup    UprD    Tempat
Pelelangan lkan Poumako Kabupaten Mimika dengan cara membandingkan
reficana kegiatan defigari kegiatan yang telah dilak§anakari sebagai bahan
lapor`an kegiatan, dan r€ricana yang akan datang, dengan tahapan :
1.   Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan;
2.   Mengidentifikast   kesesualan   pelaksanaan   kegiatan   dengan   program

keria;



-15-

3.   Menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan
program yang diharapkan;

4.   Menghiffipufi  ffiasukai:1  atau  kendala yang  dialali[ii  dalam  pelaksanaafi
ke-giatan ; dan

5.   Memberikan arahan sesuai basil evaluasi kegiatan.

i.      melaporkan  pelaksanaari  kineria  tugas  Sub  Bagian  Tata  Usaha  secara
berkala sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai wujud
pelaksanaan akuntabilitas kineria, dengari tahapan :
1.   Mengaealisis capaian kineria-unit;
2.   Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;
3.   Mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan; dan
4.   Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.

j.      menyiapkan   data   bahan   penyusunan   laporan   tahunan   lingkup   UPI`D
Tempat   Pelelangan   I-kan   Poumako   Kabupaten   Mimika   sesuai   dengan
k_etentuan dan peraturan yang beriaku sebagai bahan pertanggungjawaban,
dengan tahapan :
1.   rienjelaskan   rencana   kegiatan   kepada   Unit   dan   membagi   tugas

pengumpulan bahan;
2.   Mengcordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan;
3`   Memberikan  fasilitasi  dan  penyusunan  perencanaan  laporan  kepada

U-nit-Unit;
4.   Meng-frofl§ultasikan    draft    peflyssunan    pelaporan    kepada    atasali

langsung; dan
5.   Memfinalisasi dokumen pelaporan.

k.     melaksanakan   tugas   lain   y-ang   diberikan   oleh   pimpifian   berdasarkari
ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan UPTD Tempat Pelelangan
Ikan Poumalro Kabupaten Mimika,dengan tahapan :
1.   Mempefajari   tugas   lain   yar±g  diberikar±   oleh   pimpinan   berdasarkan

referensi dan regulasi terkait;
2.   Meminta  arahan  dan  petunjuk  pinpinan  terhadap  pelaksanaan  tugas

lain;
3.   Menjalankan  tugas  laln  berdasarkan  arahan  dan  petunjuk  pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
4.   Memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang

tidak s`es.uai dengan t`ugas dan fungsi.

BAB VI
KELOMroK jABATAN FUNGsloNAL

Pasal 12

(1)    Kelompok Jabatan Fungsiofial sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1)
huruf c terdiri dari :
a.   Jabatan F\mgsional Keahlian; dan
b.   Jabatan F\ingsiQnal Ketrampilan.
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{2}    KelQm_pQk Jahatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1)
huruf c mempunyai tugas melaksinakan sebagian tugas pokok dan fungsi
UprD    Teffipat    Pelelangan    lkari    Pouffiafro    Kabupatefi    Miffiika    yafig
membutuhkan   kcteramptlan   dan   keahlian   tertentu   ser.ta   atas   dasar
kebutuhan UPTD Tempat Pelelangan lkan Poumako Kabupaten Mimika.

(3)    Kelompok   Jabatan   Flingsiofial   sebagaimafla   dimaksud   pada   ayat   (1).,
dipimpin olch seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan
berianggung jawab kepada Kepala UPI`D Tempat Pelelangan lkan Poumako
Kabupaten Mim±ka.

(4)    Kelompok  i-abatan  F\mgsional  dapat  dibadr  ke  dalam  sub-sub  kelompck
sesuai   kebutuhan   dan   masing-masing   dipimpin   oleh   seorang   tenaga
fungsional senior.

(5}    Jumlah tenaga KelQmpok jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat,
jerfes dan beban kerja yarLg ada..

(6)    Ketentuan     mengenai     pembentukan,     pengangkatan,     pemberhentian,
pemindahan  dan  pembinaan  tenaga  fungsional  diatur  sesuai  peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
PEMBENTURAN UNIT

Pasal 13

(1)    Urituk  menufijang  ketugasan  tekfiis  pada  UPTD  Teffipat  Pelelangan  Ikan
Poumako   Kabupaten   Mimika   dapat   dibentuk   unsur   organisasi   non-
strulrfural yang berbentuk Unit.

{2}   Jumlah  dan  nomenklatur  Unit  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1}  dibentuk
berdasackan analisa jabatan dan beban keria yang direkomendasikan oleh
Kepala UHD Tempat Pelelangan lkan Poumako Kabupaten Mimika.

(3)    Pembentukan,  tugas  dan  fungsi  Unit  pada UFTD Tempat  Pelelangan  lkan
Poumako  Kabupaten  Mimika  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  ditetapkan
dengan Keput.us`an Kepala Dinas`.

(4)    Setiap  Unit yang dibentuk  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  akan  dipimpin
oleh seorang Kepala Unit.
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BAB VIII
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

(1}    UFTD Tempat Pelelangan lkan Poumako Kabupaten Mimika melaksanakan
sebagian tugas dan ftmgsi Di.r±as di bidang Layaean Sistem pengelolaan dan
pelayanan Tempat Pelelangan lkan Terpadu, yang kegiatan operasionalnya
diselenggarakan   oleh   Kepala   U-'ETD   Tempat   Pelelangan   jkan   Poumako
Kabupaten Mimika. Kepala Sub B.asian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan
Fungsion`al.

(2)    Kepala  UPTD  Tempat  i5elelangan  I-kan  Poumako  Kabupaten  Mimika  balk
telm_is opera§iQnal mLaupun ad_in.in_istratif berada di bawah dan bertanggung
j`awab kepada Kepala Dinas.

(3}    Dalam melakeanakan tugas, Kepala UPI`D Tempat Pelelangrn llcan Pouma]so
Kabupaten Mimika, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan
F\mgsional   menerapkan   prinsip   kQQrdinasi>   integrasi,   sinkronisasi   dan
simplifikasi  secara vertikal d`an  horisontal balk dalam  lingkungan  masing-
ffiasing ffiaupun antar satuan organi§asi §esual defigan tugas pokok- masifig-
masin8.

(4}    Dad_am_   in_elaksanak_an   tuga_a,   UPID   Tempat   Pet_elangan   I_karl   PQu_make
Kabupaten Miffiika ffierryelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak lain
yang berkaitan tugas dan fungsinya.

(5)    Setiap  pegawal  di  linghaga±±  UPTD  Tempat  Pelelangan  lkan_  Poumafro
Kabupaten    Mimika   melakukan   hubungan    keriasama   secara   hirarki
dan/atau    fungsional    sesuai    dengan    struktur    dan   j-enjang   j.abatan
berdasarkan aturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 15

(1)    Kepala  UPI`D  Tempat  Plelelangan  lkan  Poumako  Kabupaten  Mimika  wajib
memberikan  laporan  akuntabilitas  kineria  UPI`D  Tempat  Pelelangan  Ikon
PQumakQ Kabupaten Mimika tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur,
jelas,  dan  tepat  waktu  kepada  Kepala  Dinas  melalui  Sekretaris  setelah
beffroordinasi  defigan  Kepala  Bidafig-  dan/atau  Kepala  Sub  Bidang yang
ter.kait peda Dinas.
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(2)    Ke_pala  UPI`D  Tern_pat  Pelelangan  Ikan  Poumako  Kabupaten  Mimika  wajib
menyampaikan  rencana  kegiatan  kepada  Kepala  Dinas  melalui  Sekretaris
§etelah beck:oordifiasi dengan  Kepat`a Bidafig dan/atau kepala Sub  Bidang
yang ter`kait pada D-inas.

(3)     K_QQrd.ira.tor   Un_i.t  a.i_  1_ir±gfu.a-gap_  UFTB  Tempat.  Pet_el_angan_  I_l=an_  PQu.in_ak_Q
Kabupateri    Mimika   wajib    meffiberikafi    laporan    tentang_   pelaksanaan
tugasnya kepada Kepala UPI`D Tempat Pelelangan Ikan Poumako Kabupaten
Mimika melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha-.-

{4)    Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiarmya berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian` Keti-ga
Hal Mewakili

Pasai 16

(1)    Apabila Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan Poumako Kabupaten Mimika
berhalangan   dalam   menjalanlcan   tugasnya,   maka   Kepala   UFTD   dapat
menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili.

(Z}    Apabila  Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha  berhalangan  hadir,  maka  Kepala
UPTD dapat menunjuk salah seorang star di Unit UPTD Tempat- Pelelangan
lkan Poumako Kabupaten Mimika sesuai dengan tugas/ kemampuannya.

EREK
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1)    Kepala  UprD  Tempat  Pelelangan  Ikan  Poumako  Kabupaten  Mimika  wajib
in;iaksanakan   pembinaan,   pengawasan   melekat   dari   membuat   Dariar
Penilaian    Sasaran    Kineria    Pegawai    (SKP)    sesuai    dengan    peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

{2-}    Kepala  UPTD  Tempat  Pelelangan  lkan  Poumako  Kabupaten  Mimika  wajib
memperhatikan  pe`1aksanaan  ke`naikan  pangkat  d`an  gaji  pegairai  UFxpD
Tempat  Pe`ledangan  Ikon  Poumako  Kabupaten  Mimika_  sesual  peraturan
perundang-undangan yang berlaku..

(3}    Ketentuan-ketentuan    lain    meng_enal    kepegawaian    diatur    berdasarkan
peraturaii perundang-undangan yang berlaku.
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Bagian Kedua
Pengangkatan dan Fiemberhentian

Pasal 18

(1}    Kepala  UPTD  Tempat  Pelelangan  lkan  Poumako  Kabupaten  Minika  dan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Sekrefaris Daerah melalui Kepala Dinas.

(2`)    Kepala  UFTD  Tempat  Pelelangan  lkan  Poumako  Kabupaten  Mimika  dan
Kepala  Sub  Bagiari  Tata  Usaha  dapat  diangkat  dari  dibe`rhentikan  cileh
Sekre-tares Daerah atasL pelimpehan kewena±±gan yang diberika=± oleh Bupati.

(3)     Pengangk_a.ta±i~    d_a±i~    pen_berh_en_ti_a:ri_    peja_ba_t    d_ari_    pegawal_    sebagai_in_a±:I_a.
dimaksud  pada  ayat  (1}  dilaksanakan  sesuai dengan  kctentuan  peraturan
perundang-undangan.

{4)    Pengangkatan  pejabat  dan  pegawai  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  {1)
agar mempertimbangkan standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan
yang ditangani UFTD Tempat Pelelangan lkan Poumako Kabupaten Mimika.

(5}    Kepala   Unit   di   linghamgan   UPTD   Tempat   Pelelangan   Ikan   Poumako
Kabupaten Mimika diangkat  dan diberhentikan oleh  Kepala UPTD Tempat
Pelelangan Ikan PQumakQ Kabupaten Mimika atas usul Kepala Sun Bagian
Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Eselon

Pasal 19

(1}    Kepala   UPFD   Tem`pat   Pelelangan    Ikan   Poumako    Kabupaten    Mimika
merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IV a.

(2|     K_epal_a_  Su_b  Bag+all_  Ta~ta  Usah_a  in_eru.pak_ari_ j.a_ba_t.art  penga_was  a_ta_u.  setara_
jabatan eselon IV b.

BABX
KEUANGAN

Pasal 20

(1}    Pembiayaan  kegiatan  UPI`D  Tempat  Pelelangan  lkan  PoumafaD  Kabupaten
Mimika  berasal  dari  APBD  Kabupaten  Mimika,  APBN,  serta  penerimaan
sumber  lain  yang  sah  dan  tidak  mengikat  sesuai  ketentuan  perundang-
und`angan.

(-2}    Tata  cara  pengelalaan  keuangan  UPTD Tempat  Pelelangan  lkan`  Fbumcko
Kabupaten Mimika merupakan bagian dari p.engelolaan keuangan Dinas..



-20-

BAB XI
KETENTUAN RERALIHAN

Pasal 2 1

Pelaksanaan  penataan  Organisasi  Perangkat  Daerah  berdasarkan  Peraturan
Bupati ini dflaksanakan paling lambat  1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini
diundangkan.

EIAB XII
PENUTUP

Pasal 22

Peratur-an Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar  s.etiap  Qrang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah-Kat;upaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 3 Maret 2025

H. BUPATI MIMIKA,
ttd

YONATHAN DEMME TANGDiLINTIN

Dim_ndan8ka:ri di Timika,
Pada tangg.al, 3 Maret 2025

F¥. SEKR-ETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIRA
ttd

PETRUS YUMTE.

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NO-MOR 16.

N`I_P:``=±9Z±-65:23 2QQ701`  1  a 11



SA!LINAN
LAMPIEN
PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMQR    16    TAHu-N2025

TENTANG       PEMBENTUKAN,       KEDUDUKAN,
SUSUNAN  ORGANISASI,  TUGAS  DAN  FUNGSI
SERTA       TATA       KERJA       UFTD       TEM PAT
PELEIANCIAN   IKAN   PQUMAKQ   KABUPATEN
MIMIRA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAII

TEMPAT PELELANGAN IKAN POUMAKO


